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This paper discuss the draft of State Finance Auditing Standards (Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)). The objectives of the analysis is to
contribute to the efforts to develop efficient and effective government auditing
system and process. The efficient and effective auditing system is one that be
able to support the efficient and effective government in creating efficient
bureaucracy and in developing the economy. This paper may also socialize
the standards and efforts to improve the rele of the Board of State Finance
Audit (Badan Pemeriksa Keuangan).

The SPKN draft uses a number of references from previous and existing au-
diting standards in the United States and that provided by the international
institutions, which is appropriate for the efficiency of the process. However,
the unique social, economic and regulatory situations of Indonesia should be
considered in developing the governmental auditing standards for Indonesia.
The transitional nature of laws and regulations such as those with regard to
decentralization and autonomy, dereguiations of certain industry, and privati-
zation are too worthy for net to be considered.

Auditing standards are fundamental guidelines for auditors to naintain their
ethical values and to achieve the objectives of the auditing. The process
should also refers to certain criteria for financial accountability i.e. generally
accepted accounting standards. For these reason, the SPKN needs to state
explicitly and strongly the importance of ethical values to be complied and the
Governmental Accounting Standards. This paper also address other important
issues such as the need for more detailed specific industry auditing guidance
and applicability of the standards.

Keywords : Effective and eflicient audit, governmental auditing standards,
code of ethisc and independency

! Paper ini mula-mula merupakan makalah saya dalam seminar public hearing Draft Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKNj yang diselenggarakan oleh BPK pada Desember 2005. Publikasi
paper ini ditujukan untuk ikut mensosialisasikan SPKN.
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PENDAHULUAN

Krisis ekonomi tahun 1997-1998 menyebabkan adanya perubahan kehi-
dupan bangsa Indcnesia secara menyeluruh yang meliputi aspek politik, sosial
dan budaya, hukom dan ekonomi. Dalam aspek politik terjadi perubahan sistem
politik, sistem perwakilan dan tingkat desentralisasi dan ctonomi daerah. Dalam
aspek ekonomi terjadi proses restrukturisasi, privatisasi dan deregulasi mengenai
beberapa industri dan perubahan regulasi sektor keuangan. Secara lebih spesifik,
reformasi dalam sektor keuangan meliputi peningkatan kualitas pertanggung
jawaban keuangan negara. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan
ini sesuai dan berkaitan dengan perubahan dalam aspek sosial dan budaya, di
mana terjadi pandangan dan tuntutan moral dan etika yang meningkat dari
masyarakat Indonesia untuk memberantas perilaku tidak etis, bertentangan de-
ngan hukum dan tidak efisien seperti praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan
praktek usaha yang tidak wajar.

Untuk peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, Peme-
rintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menetap-
kan berbagai produk hukum meliputi: Amandemen Undang-Undang Dasar pasar
23, Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU No.
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sesuai
dengan regulasi tersebut, khususnya UU No. 15 tentang Pemeriksaan Keuangan
Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) mempunyai tugas untuk me-
nyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Makalah ini menganalisis faktor-faktor penting untuk mencapai keefektifan
standar pemeriksaan keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara yang
efisien. Faktor-faktor ini meliputi kelengkapan standar (meliputi aspek etika),
kesesuaian dan keterkaitan standar pemeriksaan dengan standar akuntansi,
hukum dan perundangan, aplikabilitas standar (meliputi pemahaman dan profe-
sionalisme pemeriksa dan pengelola sebagai pihak yang diperiksa terhadap
masalah dan standar akuntansi dan pemeriksaan) dan faktor {ransisional berka-
itan dengan proses perubahan sosial. Faktor terakhir ini berkaitan erat dengan
pemahaman dan profesionalisme pemeriksa dan klien karena keadaan dalam
keadaan transisional tersebut menuntut judgment dan proses pengambilan kepu-
tusan yang relatif kompleks. Deskripsi dan analisis makalah ini diharapkan dapat
memberikan tambahan masukan kepada BPK dan memberikan tambahan pema-
haman tentang proses penyusunan standar pemeriksaan kepada masyarakat,
terutama pada masyarakat akademik.

PERKEMBANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) berdiri pada masa pemerintahan Hindia
Belanda. Mula-mula institusi ini merupakan pemeriksa pemerintah dan disebut
dengan Algemene Rekenkamer (ARK) yang bertugas melakukan verifikasi atas
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setiap transaksi penerimasan dan pengeluaran oleh bendahara dan melakukan
tuntutan perbendaharaan. Algemene Rekenkamer berstatus sebagai instansi di
bawah Ratu/Gubernur Jenderal. Fungsi BPK kemudian berubah menjadi institusi
pemeriksa eksternal pemerintah. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen dise-
butkan, “Fungsi utama BPK memeriksa tanggungjawab keuangan negara,” yang
secara praktik dilskukan dengan pengujian kesepadanan antara anggaran yang
telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemanfaatannya. Dalam
hal ini hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR.

Fungsi tersebut disempurnakan oleh UU No. 5 tahun 1973 yang mengatur
antara lain tentang organisasi dan keanggotaan BPX serta ruang lingkup keuangan
negara. Kemudian, hal-hal praktik seperti: tata cara pemeriksaan (jenis, standar,
pelaporan, dan sebagainya) belum diatur dalarr. Undang-Undang ini. Dengan
Undang-Undang ini, dan lingkungan sosial politik dan ekonomi selama Pemerin-
tahan Orde Baru, fungsi BPK tidak efektif, karena ketimpangan fungsi pemerin-
tahan Indonesia yang terpusat pada Pemerintah Pusat dan terpusat pada Presiden
Soeharto. Fungsi BPK mulai meningkat setelah reformasi mengikuti perubahan
lingkungan sosial politik dan ekonomi Indonesia, dan kebutuhan institusi moni-
toring dan pengawasan oleh pihak eksternal pada keuangan negara. Setelah UUD
1945 diamandemen, fungsi BPK bertambah, selain bertanggungjawab terhadap
pemeriksaan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan
negara, yaitu pemeriksaan kinerja. Dalam UU No. 15 tahun 2004 yang berlaku
sampai sekarang, fungsi BPK lebih ditambah lagi dengan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.

STANDAR DAN PEMERIKSAAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF
DAN KONTEKS LINGKUNGAN SOSIAL DAN EKONOMI INDONESIA

Posisi BPK sebagai pemeriksa keuangan negara semakin kuat dengan
ditetapkannya berbagai regulasi baru. Pertama, Amandemen UUD pasal 23 E
menyatakan: "BPK satu-satunya pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan
mandiri.” Kedua, ada tiga UU di bidang Keuangan Negara, yaitu: UU No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-
haraan, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, kedudukan dan dasar hukum BPK sebagai
pemeriksa pemerintah semakin kuat. Kedudukar. dan dasar hukum yang sema-
kin kuat tersebut merupakan dasar yang penting bagi keefektifan fungsi BPK
sebagai pemeriksa eksternal pemerintah Republik Indonesia untuk mempunyai
pemeriksaan yang efektif.

Pemeriksaan yang efisien dan efektif merupakan pemeriksaan yang dapat
mencapai tujuan pemeriksaan dengan dengan biaya (sumber daya yang diguna-
kan untuk proses pemeriksaan) tertentu. Tujuan pemeriksaan BPK bervariasi
tergantung pada jenis pemeriksaan: peneriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
atau pemeriksaan dengan tujuan tertertu (UU No. 15 Tahun 2004). Pemeriksaan
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laporan keuangan bertujuan memberikan opini tentang kesesuaian laporan
keuangan suatu institusi pemerintah (yang diperiksa) dengan standar akuntansi
pemerintahan yang berlaku. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan ten-
tang tingkat pencapaian kinerja unit yang diperiksa dibandingkan dengan target;
sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan ten-
tang berbagai masalah seperti adanya kecurangan, kesesuaian dengan peraturan
dan sebagainya.

Secara umum, fungsi pemeriksaan yang efisien dan efektif diperlukan
untuk terciptanya pemerintahan yang efisien yang dapat mendukung tujuan
nasional. Standar pemeriksaan yang efisien dan efektif merupakan standar peme-
riksaan yang dapat menunjang pemeriksaan yang efisien dan efektif. Untuk itu
BPK mendapat tugas dari Undang-Undang untuk menyusun dan menyem-
purnakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Penyempurnaan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan salah satu implementasi dari
Tugas dan Wewenang BPK. Penyempurnaan ini diperlukan terutama karena
semakin berkembangnya lingkungan pemerintahan, kegiatan ekonomi dan bisnis
Indonesia, sehingga memerlukan standar yang lebih komprehensif dan sesuai
dengan keadaan lingkungan yang baru. Sebagai contob, banyak regulasi/kriteria
Jama sudah tidak dapat diterapkan dan menyebabkan ketidak pastian dalam
bidang keuangan.? Ketidak pastian ini berdampak pada ketidak jelasan bagi pihak
manajemen karena dihadapkan pada keharusan membuat keputusan dan melak-
sanakan program, sementara regulasi/kriteria baru belum ditetapkan.

Draft SPKN menggunakan referensi utama yang terdiri atas berbagai standar
yang sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain seperti Amerika Serikat,
seperti: SAP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 1995; Revision of Yellow
Book Tahun 2003 oleh General Accounting Office (GAO) -USA; Standar Profe-
sional Akuntan Publik (SPAP) Tahun 2001 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAD);
Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) (2002) oleh American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA); Internal Control Standards (2001) dan
Auditing Standards (1995) oleh International Organization of Supreme Audit
Institution (INTOSAI). Penggunaan berbagai referensi ini baik, karena dapat
meningkatkan efisiensi proses penyusunan SPKN. Di sisi lain, berbagai referensi
tersebut merupakan hasil perubahan baru yang dilakukan berkaitan dengan
perubahan lingkungan audit, seperti yang terjadi pada SPAP-IAI dan Yellow
Book-GAO USA.

Namun, perlu diperhatikan tentang adanya kekhususan-kekhususan dan
perbedaan antara lingkungan pemeriksaan yang ada di Indonesia dengan yang
ada di negara-negara lain yang standarnya menjadi referensi SPKN. Ini menyang-
kut faktor hukum, pemerintahan dan birokrasi, sistem ekonomi, sosial dan bu-

? Sebagai contoh, berbagai peraturan berkaitan dengan hubungan keuangan perusahaan BUMN de-
ngan Departemen Keuangan, atau lembaga lain yang mula-mula merupakan bagian dari institusi pemerin-
tahan kemudian menjadi lembaga yang terpisah dengan pemerintah dan dengan demikian terpisah de-
ngan Departemen Keuangan mempunyai ketidak pastian tentang peraturan yang berlaku karena peraturan
yang lama sulit diterapkan.
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daya masyarakat. Ini tentu perlu dipertimbangkan untuk efisien dan efektifnya
standar yang disusun, yaitu mengenai sifat standar pemeriksaan dan stancar
akuntansi yang menjadi acuan.

Sifat ctandar, misaluya tertang Inas ruang lingkup dan tingkat kedalarnas
dan rinciannya, selaln menjadi perdebatan. Dalam SPKN, standar dibuat seco-
xupnya (dianggap telah remenuhi kriteria mendasar) dan uniuk penjelasan lebil:
lanjut akan dibuat dalam prosedur pelaksanaan. Hal ini berimplikasi pada dua
hal yaitu: Pertarna, dalam pandangan positif akan memberikan ruang keleluasaan
lebih bagi pemeriksa untuk membuat program pemeriksaan sesuai dengan sifat
dan keadaan obyek yang diperiksa secara spesifik. Kedua, adalah pandangan
yang sebaliknya, yang melihat secara skeptis, baawa standar yang terlalu umum
akan mengakibatkan keleluasaan yang dapat menimbulkan adanya perbedaan:
pandangan mengenai fairness suatu masalah.

Pandangan kedua lebih baik untuk dipilih karena sesuai dengan prinsip
kehati-hatian profesicnal dan untuk mereduksi penyimpangan-penyimpangan
yang bisa terjadi akibat adanya grey area. Pandangan ini akan mengarahkan
pemeriksa secara lebih jelas untuk berkinerja ses.ai dengan standar yang spesifik
pada bidang-bidang yang diperiksa.® Ada beberapa aspek yang perlu mendapat
perhatian dan pernyataan yang lebih eksplisit berkaitan dengan SPKN, yaitu
acuan pada standar akuntansi keuangan negara, masalah pemeriksaan pada
BUMN yang telah terbuka dan terdaftar di bursa efek baik di Indonesia maupun
negara lain, dan masalah yang berkaitan dengan :ndusiri yang mempunyai karai-
teristik khusus. Masaiah ini akan dibahas dalam bagian-bagian berikut.

Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam paragraf 1.3 SPKN disebutkan, “Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara ini dimaksudkan untuk dapat menjadi patokan bagi pemeriksa dalam
melaksanakan pemeriksaan, agar dapat memelihara kompetensi, integritas,
objektivitas dan independensi.” Hasil pemeriksaan diharapkan dapat membaniu
pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dan membuat pertanggung
jawaban keuangan negara yang lebih baik. Untuk dapat berjalan sesuai dengan
yang diharapkan, standar pemeriksaan harus cibuat sekomprehensif mungkin
yang berarti harus meliputi semua hal terkait aspek keuangan yang dilaksanakan
pemerintah. Standar yang komprehensif akan memudahkan pemeriksa untuk
melaksanakan pemeriksaan tanpa ada keraguan karena belum ada standar yang
mengatur.

Standar pemeriksaan harus meliputi semua aktivitas pemerintah, sebab
Tugas dan Wewenang BPK sebagai pemeriksa pemerintah sebagaimana disebut-
kan dalam UJUD 1945 Pasal 23 Ayat 5: "Untuk memeriksa tanggungjawab ten-
tang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang

* Perbedaan mengenai fairness suatu perlakuan atau laporan dapat dilihat dalam banyak kasus pan-
danganatau laporan auditor "BPK” dengan audite (eksekutif) yang bertanggungjawab tentang iaperan yang
diperiksa.
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peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.” Landasan tersebut diperkuat
dengan ditetapkannya UU Ne. 5 Tahun 1973 yang menyatakan: “Keuangan
negara wajib diperiksa oleh BPK.” Interpretasi dari dua undang-undang di atas
adalsh bahwa pemeriksaaan keuangan yang harus dilakukan oleh BPK adalah
menyejuruh, artinya, sektor yang diperiksa tidak hanya mencakup pemeriksaan
atas entitas {reguler) yang harus dilakukan tiap tahun tetapi juga sektor-sektor lain
(insidental maupun reguler) yang terkait dengan kekayaan negara.

Pemeriksaan terhadap Badan Uszha Milik Negara (BUMN) menjadi tang-
gungjawab BPK sebagaimana telah diatur UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 71 Ayat 2
yang menyatakan, “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemerik-
saan terhadap pengelolaan/tanggung jawab Pemerintah (Menneg BUMN) sebagai
kuasa pemegang saham/pengelola kekayaan negara yang dipisahkan.” Badan
Usaha Milik Negara (termasuk anak perusahaan) berjumlah sekitar 1000 perusa-
haan dengan kategori besar sebanyak 159 perusahaan serta kategori menengah
dan kecil sebanyak 841 perusahaan perusahaan (Abeng 2000).* Aset dari 1000
perusahaan tersebut diperkiraken bernilai 500 trilliun rupiah yang bergerak
dalam hampir semua bidang kegiatan ekonomi terutama di sektor-sektor yang
sangat strategis seperti: energi, telekomunikasi, pertambangan, agroindustri, in-
dustri kimia dan industri hulu lainnya, dan lain-lain. Badan Usaha Milik Negara
sendiri melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan
anak/asosiasi dan investasi dalam bentuk surat hutang (obligasi) yang dikeluarkan
oleh entitas lain termasuk perusahaan swasta. BUMN juga mempunyai program
khusus yang bertujuan untuk perbaikan BUMN dan ekonomi nasional yaitu
program restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Transaksi privatisasi BUMN
umumnya bernilai trilyunan rupiah dan hasilnya sebagian disetor langsung ke
kas negara (masuk dalam realisasi APBN).

Dari sisi materialitas, pertimbangan profesional pemeriksa, pendapat DPR
dan opini publik, pemeriksaan di sektor BUMN sangat penting, terutama berka-
itan dengan program restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi ini. Program
restruturisasi dan privatisasi, dan secara umum kontrak-kontrak bisnis yang
dilakukan oleh BUMN mempunyai karakteristik yang unik yang berbeda dengan
kegiatan pemerintah lainnya. Sebagai contoh adalah kegaiatan-kegiatan yang
memerlukan atau berkaitan dengan kontrak internasional, penggunaan lembaga
trustee, dan penggunaan dasar hukum internasional. Masalah-masalah tersebut
perlu mendapat perhatian khusus berkaitan dengan aspek legalitas, nilai risiko,
biaya dan manfaat, pengambilan keputusan yang mengandung ketidak pastian
(risiko) dan selanjutnya berkaitan dengan standar akuntansi dan standar pemerik-
saan yang digunakan.

Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Kinerja BPK menyatakan,
“Apabila hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan kepatuhan

1 Jumlah ini sudah berubah karena ada proses restrukturisasi selama tahun 2000 sampai sekarang.
Namun dengan perubahan yang terjadi tidak mengurangi nilai BUMN secara kuantitas (yang masih besar)
maupun kegiatan ekonomi yang dilakukan.
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lainnya (antara lain UU BUMN yang mengatur hal mengenai privatisasi} merupa-
kan hal yang signifikan bagi tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus merancang
pemeriksaan tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai
kepatuhan tersebut. Dalam semua pemeriksaan kinerja, pemeriksa harus waspada
terhadap situasi atau transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsur
perbuatan melanggar/melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.” Dam-
pak dari privatisasi adalah berubahnya komposisi saham. Selama ini saham
BUMN dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, namun setelah terjadi privatisasi,
sebagian saham tersebut dibeli oleh pihak swasta, bahkan juga swasta asing.

Berkaitan dengan masalah privatisasi ini, timbul pertanyaan, apakah kewe-
nangan BPK untuk memeriksa BUMN akan hilang dengan adanya privatisasi.
Kewenangan BPK untuk memeriksa BUMN yang komposisi sahamnya sudah
tidak murni dimiliki oleh pemerintah tidak hilang, melainkan mendapat pors:
vang berbeda dengan sebelumnya, karena sebagian kepemilikan sudah diknasai
oleh pihak swasta. Pemerintah tetap mempunyai pengaruh yang signifikan meng-
ingat saham dari BUMN yang dijual umumnya masih di bawah 50%. Hal ini
sesuai dengan Penjelasan tentang Pengaruh Signifikan dalam Standar Akuntansi
Keuangan paragraf 04 yang menyatakan “Jika investor memiliki, baik langsung
maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, 20% atau lebih dari hak suara
pada perusahaan investee, maka investor dipandang mempunyai pengaruh
signifikan ...”

Dalam menentukan batasan tugas dan wewenang BPK untuk memeriksa,
BPK bergantung kepada kesepakatan antara pemerintah dan pihak swasta, atau
pada regulasi (Undang-Undang) yang mengatur badan usaha swasta (misalnya
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang FPasar
Modal, dan bahkan regulasi asing kalau saham perusahaan tersebut terdaftar di
pasar modal negara lain seperti di Amerika Serikat yang menggunakan Securities
Exchange Acts). Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi pemeriksa perlu
memberikan perhatian dan menetapkan kebijakan berkaitan dengan otoritas
pemeriksaan yang dimiliki, standar dan prosedur pemeriksaan.

Perumusan standar dan prosedur pemeriksaan untuk BUMN yang go public
akan semakin memperkuat eksistensi peran BPK. Selama ini yang terjadi adalah
kegamangan pemilik modal dan institusi terkait (rnisalnya otorites (pasar modal
dan badan pengawasnya} di luar negeri dimana bsherapa BUMN mendaftarkan
sahamnya) terhadap pemeriksaan BPK. Hal ini salah satunya disebabkan ocieh
belum adanya standar pemeriksaan dan ingtitusi lain terkait dengan BPK yang
secara kualitas bisa menjamin kesesuaian dan kelayakan pemeriksaan yang dila-
kukan BPK dengan ekspektasi entitas Iuar negeri tersebut. Sebagal contoh dapat
ditihat daiam hal pemeriksaan BUMDM yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik {(KAP) dan juga oleh BPE, atau pengulangen pemeriksaan oleh BPXK dan

; telah menetapkan uniuk melakukan

institusi pemeriksasn .ainnys . ukan
pemeriksaen laporan keuangan pade salah satu BUMN, seharusnya Rapat Umun

Pemegang Saham (RUPS) tidal menunjuk KAP, atau sebaliknya. Pe
KAP untuk jugs melaku weriksaan, atau proses pemeriksean yan

62




2006 Ainun Na'im

ulang, akan merugikan negara karena harus mengeluarkan biaya pemeriksaan
yang lebih besar.

Acuan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Melihat regulasi pemeriksaan seperti didiskusikan di atas, BPK mempu-
nyai otoritas dan ruang iingkup pemeriksaan yang sangat tuas, tidak hanys
meliputi institusi pemerintahan murni, tetapi juga pemeriksaan pada perusangar
yang yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruh sahamnva
dimiliki oleh pemerintah. Jadi, BPK tidak hanya melakukar: pemeriksaan terhe-
dap kegiatan yang bersifat pelayanan publik (kegiatan yang dikelola oleh unit
pemerintanan murni) tetapi juga kegiatan bisnis. Implikasi dari keadaan tersebut
adalah BPK memeriksa unit pertanggungjawaban yang menggunakan standar
yang berkaitan dengan pelaporan keuangan institusi bisnis {Standar Akuntansi
Keuangan (SAK)j. I sisi lain, BPK juga memeriksa unit pemerintahan U,
yang menggunakan Standar Akuntanst Pemerintahan (SAP).

Dengan demikian, SPKN perlu menyebutkan secara ekspiisit tentang acuan
pemeriksaan lapcran keuangen pada Standar Akuntansi Pemerintaikan daisrs
kasus pemeriksaan pada unit pemerintahan murni, dan tentanyg acuan pada Stan-
dar Akuntansi Keuangan dalam kasus pemeriksaan yang menyangkut BUMN.
Ariinya, dalam pemeriksaan tentang laporan keuangan, auditor memberiran
opini tentang kesesuaian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban ekse-
kutif suatu unit pemerintahan (bisnis atau BUMN) dengan Standar Akuntans!
Permerintahan (standar yang meliputi Standar Akuntansi Keuvanganj.

Standar untuk Industri Spesifik dan Aktivilas Lainnya

Dalam UU No.17 Tahun 2003 Pasal 2 disebutkan, “Keuangan negara antara
 kokayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalamrangka penyeleng-
garesn tugas pemerintahan dan/atau kepentingan urourm: dar: kekavaan pihak
lain vang dipercieh dengan rrenggunakan fasilitas yang diberiken pemerinten.”
Sektor-sektor strategis seperti: sumber alarn (batu bare, minvak dan gas, geother-
nali; industr! kesehatan dan medik: kepelabuhanan dan kepabsanan denvan
sendirinya masuk ke dalam lingkup Undang-Undang ini. Sektor strategis tersabut
merupakan industri spesifik yang tidak bisa disamakan meteds pemerizsaannva
denpan pemeriksaan yang umumnya dilakukan. Industti ini wemerlukan
persyaratan pemeriksaan yang spesifik. Perneriksaan dalam bidang ini harue
didukung oleh kernampuaw/keshlian dan kualitas pemeriksa serta pengetahuan
vang culup. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara perlu menvshutkan perturyz
standa: atau pedoman yang spesifik terkait karakteristik setiap industri, misalnya:
pemeriksaan untuk operasi minyak dan gas, pemeriksaan untuk bideng keseha-
tan, dan lainJain dengan mengacu pada petunjuk pemeriksaan untuk industri-
industri tersebut.

Tari aspek transaksi yang dilakukan, kegiatan parekonomian dan keuangan
negara juga meliputi transaksi-transaksi internasional dan multiyurisdiksi. Bebe-
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rapa hel seperti: kw;e sama bilateral dan multilateral, konirak-rontrak jangka

'35 i us 0iara per Js:Phaan asing dan BUMN sering melibatkan
! casi waktu jangka paniang. Koot
i2 dengan negara/lembags asing ata
lebih LJJV-‘)I‘S:&I dalara membuat

¥]
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]

JRUGOI :L dlmmkan di danan“ Mge i, o ela&nk fha ]ugu hdrus ”nengaﬁomm asi
aspek-aspe k vang sudah menjadi kesepakaten internasiona! dan standar vang
Lilguua_kan oleh negara lain secara spemflk jika itu menyangkut perjanjian antara
cua pihak/negara. Oleh sebab itu SPKN juga perlu dilengkapi dengan standar atau
pedomean berkaitan dengan prosedur perneriksaan dalam industri khusus ini.

APLIKABILITAS STANDAR

Kebuluhan pemeriksaan pada dasarnya tidak hanya diperlukan oleh pihak
pemilik dan kreditor atau investor saja. Pihak eksekutif juga memeriukan
pemeriksaan untuk mendapatkan dan meningkatken keppr cayaan pihak-pikak
konstifuen {vang bf‘rkepemmgan ). Di sisi lain, pemeriksa harus memahami dan
menyadari posisinya seoagm pemeriksa yang haruas patuh pada kode etik dan
siandar pemeriksasn. Plhak pemeriksa dan pihak yang diperiksa harus memuu-
nyal kesej ahd*uan teniang pentingnya pemer*i\sazu
: nana ieigh disebutkan dalarmu SPKN paragraf 2.9, entitas pemerin-
yang diperiksa} bertanggung jawab untuk:

;...4

s Mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, ekoncmis, efektif,
fransparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa kea-
dilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

n. Menyusun dan menyelenggarakan perigendalian intern yang efektif
guna menjamin: {1) pencapaian tujuan sebagaircana mestinya; (2)
keselamatarykeamanan kekayaan yang dikelola; {3} ketaatan pada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan; {4} perclehan dan
penieliharaan data/informasi yang hardal, dan pengungkapan data
tersebut secara wajar.

¢. Membuat laporan pengelolaan dan partanggungjawaban keuangan
negara.

d. Menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa, serta menciptakan dan
memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas
rekomendasi pemeriksa dimaksud.

Tugas klien untuk melaksanakan empat hal di atas tidaklah mudah. Dengan:
banyaknya institusi pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia dan didukung
oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas serta berbeda-
beda, ditambah dengan peraturan dan lembaga baru yang banyak, perlu ada
persiapan bagi kalangan pemerintah untuk menghadapi sistem pertanggung-
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jawaban dan tata kelola yang baik. Pelatihan, workshop dan aktivitas sosialisasi
tentang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara, menyusun dan menye-
lenggarakan pengendalian intern, membuat laporan pengelolaan dan pertanggung
jawaban, serta cara efektif untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa sangat
penting dilaksanakan. juga, BPK memerlukan sumber daya manusia dengan
kuantitas dan kualitas profesi yang lebih dari yang dimiliki sekarang untuk dapat
melaksanakan tugasnya.

Program, masalah dan target pemeriksaan yang banyak yang dihadapi BPK
juga memerlukan ditentukannya urutan skala prioritas. Anwar Nasution
menyatakan “Untuk tahun anggaran 2006 prioritas pemeriksaan BPK ditujukan
kepada beberapa obyek pemeriksaan. Obyek pemeriksaan prioritas itu adalah
pemeriksaan atas entitas yang harus dilakukan tiap tahun yaitu pemeriksaan atas
laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan daerah propinsi/
kabupaten/kota, laporan atas keuangan Bank Indonesia (BI), dan laporan keu-
angan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Badan Pemeriksa Keuangan juga
memprioritaskan pemeriksaan atas subsidi BBM, listrik, pupuk, dan bank-bank
negara yang menerima dana rekapitalisasi dari pemerintah, serta bank BUMN
yang memiliki/memberikan kontribusi ekonomi bagi negara. Prioritas lainnya
adalah pemeriksaan atas pengeluaran pada departemen-departemen dan lembaga.
Selain itu BPK juga memprioritaskan pemeriksaan atas pendapatan antara lain
meliputi penerimaan pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), penjualan
aset negara/daerah, divestasi aset Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan tukar
guling tanah negara. Badan Pemeriksa Keuangan juga akan melaksanakan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Prioritas pemeriksaan dengan tujuan terten-
tu itu akan didasarkan pada berbagai pertimbangan antara lain terdapat indikasi
awal mengandung unsur tindak pidana KKN, permintaan dari badan resmi, dan
permintaan dari DPR.”*

Melihat prioritas diatas, pemeriksaan yang penting dilakukan terlebih dahu-
lu meliputi semua jenis pemeriksaan, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, seperti pemeriksaan terhadap aktivitas yang mengandung unsur tindak
pidana KKN, program privatisasi BUMN dan bank-bank yang menerima dana
rekapitalisasi dari pemerintah, subsidi untuk BBM, listrik, dan pupuk akan
memakan porsi relatif banyak dari keseluruhan tugas dan wewenang BPK.

Standar Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu paragraf 9.3.c menya-
takan “Pemeriksa harus melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi
berikut ini ada: '

a. Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetap-
kan lembaga yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian
asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi
pembaca yang diketahui mampu memahaminya.

5 www.bisnis.com. BPK Akan Audit SLT. Selasa, 13 Desember 2005
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b. Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan
rasional dengan menggunakan kriteria tersebut.”

Ada dua hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan pricritas
dan persiapan tugas BPK dan SPKN. Pertama adalah mengenai kelengkapan
SPKN dan pedoman operasional yang melengkapinya, dan kedua mengenai
kesiapan sumber daya manusia. Mengenai kelergkapan SPKN adalah: penting
untuk secara rinci memberikan pedoman yang ririci tentang apa saja yang harus
dilakukan oleh pemeriksa. Jika pemeriksaan yang dilakukan hanya berpedoman
pada standar yang bersifat umum di atas, ada kemungkinan akan sering terjadi
pemeriksaan yang terhenti dilaksanakan karena bukti yang dipandang tidak
memadai, walaupun indikasi-indikasi lain menyatakan secara kuat adanya
kecurangan.

Aplikabilitas dari standar yang baru dibangun akan selalu dipertanyakan
untuk menghadapi aktivitas yang kompleks cdan terus berkembang. Daya
akomodasi standar {yang bersifat umumj delam segala hal diperlukan untuk
memudahkan pemeriksa berkinerja. Namumn, pedoman yang rinci tentang masa-
lah yang spesifik juga penting untuk dimiliki agar hal yang spesifik tidak
dipandang secara bias karena fleksibilitas stanndar vang umum.

Kedua, sumber daya manusia yang dimiliki BPK sangat erat berkaitan
dengan kinerja BPK dalam mencapai target prioritas. Badan Pemeriksa Keuangan
memilixi juralah pekerja yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sekitar 2.700 orang. Dari jumlah itu, sekitar 709 orang {26%) bekerja dalam
strukiur organisasi yang bersifat support sysiem dan sekitar 2.000 orang {74%;
bekerja dalam unit pemeriksaan. Dari jumlah 2.000 orang yang berkerja dalam
unit pemeriksaan, hanya sekitar 500 orang (19%) yang memiliki kompetensi
sebagai pemeriksa yang sesuai dengan standar profesional (Akhmadi 2004).° Tim
pemeriksaan yang dibentuk dengan 4-5 orang hanya 1 atau 2 orang vang dapat
diandalkan sebagai ujung tombak pemeriksaan. Kondisi ini diakibatkan oleh pola
rekruitmen pada periode-periode sebelumnya vang tidak didasarkan pada
kompetensi. Dari 2.700 orang, sekitar 706 orang (26%) berpendidikan maksimal
SMA, 150 orang D3 {5%), 1.600 orang S1 (59%), 2¢4 orang S2 (10%), dan 1 orang
S3 (0,04%).

STANDAR, KODE ETIK DAN INDEPENDENSI BPK

Dalam Rencana Strategis, Badan Pemeriksa Keuangan telah menetapkan
nilai-nilai dasar: integritas, independensi, dan profesionalisme. Nilai-nilai dasar
ini juga dimasukkan dalam sub bab Tanggung Jawab Pemeriksa pada paragraf
2.11. Namun, Standar Umum (Bab 4) mengenai Persyaratan Kemampuan/
Keahlian, tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai persyaratan bahwa peme-

® Dengan program rekruitmen BPK pada tahun 2005 ~ 2006, keadaan ini sudah berubah.
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riksa mendapatkan pelatihan yang cukup tentang nilai-nilai etika dan begaimana
membuat keputusan dan pertimbangan vang etis.

Sebagai 'opmbanr'ﬁing, Tkatan Akuntan Indonesia (IAD Kompartemen
Akuntan Publik dan Kompartemen Akonian Manajetoen telah memiliki aturan
aevetika dalaro berkinesia. Aturan etika tersebut merupaken iurinen dari Kode
Tk Akuntan Indonesiz vang dirnmusken oleh AT den disesuaikan dengan fleld
masing-masing komparteinen. Secara spesifik di dalamm Kede Elik Akuntan
Kompartemen Akuntan Publik dijelasken tentang definisi/pengertian: indepen-
densi, inftegritas, dan r;bjektifii'a‘: seb {Jdi nilal dasar vang digunakan; standar
wmum dan prinsip akuntansi sebagal vatokan nelaksanaan pemeriksaan; dan
tanggung jawab kepada klien, tenggung jawab kepada reksn seprofesi, serla
tanggung jawab dan prektik lain sebagai kerakteristik etike yang menyesuaikan
dengan bidang akunten publik. Begimm‘m Lﬁ'ff{ﬁﬂ Aturan Etika Kompariemen
Akuntan Manajemsan vang memasukkan; peoy nformasi; nubungan dengan

perusahaan; hmrmpcm dengsn akuntan lala: hubungan depgan masyarakat;
nenugasan di fvar kompetensi; den akiivitas (L negara lain sebagai aturan etika
spesifik mengarah ke bidang akuntans! manajemen.

Nilai etika untuk pemeriksa fperneuu‘inn memiliki karakteristix khu 16115 yanrg
berbeda dengan nemeriksa swasta, Ruang lingcup insttusi yang diperivsa yang
lebih luas dan wjuan aasional berkaitan dengan iustinsi cemerintah yang
berbeda dibanding dengan institusi non-pemerintah perlt inenjadi perhatian
ntama untuk merumuskan nilai etika vapg sesual. Orientast pada kei ntingan

o

mublik, independensi dan fairness adalah ailai yang periu meniadi prioritas bagi
Uemenksa pemerintah.

Dalam struktur Der undung-unda:wcm sekarang, independensi EPK lebih
teriamin dari pada yang ada pada masa tahun 1970 sampai dengan akhir tahun
1990-an, yang mana pada saat itu keknasaan terkonsentrasi pada pemerintah
pusat dan terutama Presiden. Tetapi Hlmﬂh ada beberapa hal penting vang perlu
mendapat perhatian vaitu mengenai organisasi pemeriksaan, tanggung jawab
profesi pemeriksa, status kepegawaian dan profesi pemeriksa dan sistem insentif
dan sanksi bagi pemeriksa. Dibandingkan dengan profesi pemeriksa pada sekior
swasta (KAP) posisi pemeriksa BPK mempuayai sistem karir dan kompensasi,
insentif dan sanksi yang berbeda yang perlu dikaji implikasinya pada perilaku
pemeriksa dalam memberikan judgment (pertimbangan) dalam pemeriksaan.
Banyak studi yang meneliti dan menemukan bahwa sistem kompensasi, inseniif
dan sanksi vang berlaku bagi individu (pemeriksa) dapat berpengaruh pada sifat
pengambilan keputusan dan pertimbangannya {Ashton 1990).

Posisi pemeriksa BPK sebagai pemeriksa dalam institusi negara juga tidak
menutup kemungkinan adanya bias dalam memberikan pertimbangan tentang
suatu masalah. Sebagai contoh, pernyataan-pernyataan hasil pemeriksaan BPK
selalu menunjukkan keadaan yang lebih ekstrim bila dibandingkan dengan
pernyataan pihak yang diperiksa atau pernyataan pemeriksa internal pihak yang
diperiksa. Pemeriksaan mengenai jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh
negara kepada institusi pelaksana penyediaan barang dan jasa publik hampir
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selalu menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai menurut institusi
yang bersangkutan. Hal ini mungkin disebabkan oleh posisi BPK yang harus
membela kepentingan negara. Aspek independensi fenomena ini tentu menarik
untuk dikaji lebih lanjut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Makalah ini telah membahas tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan
untuk proses penyusunan standar agar dapat menjadi standar yang efisien dan
efektif. Suatu standar (SPKN) yang efisien dan efektif adalah yang dapat digu-
nakan sebagai pedoman dalam proses pemeriksaan keuangan secara efisien
sehingga dapat mewujudkan atau menjadi salah satu faktor yang penting dalam
mewujudkan adanya pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif, yang
dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal-hal yang
penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan adanya standar yang
efisien tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut.

Pertama, SPKN disusun berdasarkan referensi mengenai standar serupa
yang telah ada di negara lain (Amerika Serikat, yaitu GAO) maupun di Indonesia
(misalnya SPAP) dan standar pengendalian internal dan standar auditing
internasional (INTOSAI 1995 & 2001). Penggunaan referensi tersebut adalah
wajar untuk efisiensi proses, namun perlu diperhatikan keadaan yang unik me-
ngenai situasi sosial, ekonomi, budaya, birokrasi dan sistem hukum Indonesia.
Beberapa hal spesifik yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut ini meliputi
misalnya luasnya kegiatan pemerintah dalam perekonomian dan bisnis (melalui
Badan Usaha Milik Negara), regulasi dan deregulasi industri-industri tertentu,
dan perundangan baru mengenai pemerintahan (misalnya otonomi daerah).
Perubahan tersebut memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan kesiapan
baik mengenai kelengkapan standar itu sendiri, pemeriksa, dan pihak yang dipe-
riksa. Standar perlu dipahami cleh pemeriksa dan klien agar proses dan hasil
pemeriksaan efisien dan efektif.

Kedua, luasnya kegiatan ekonomi yang menjadi otoritas langsung peme-
rintah mengakibatkan BPK juga mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan
terhadap kegiatan ekonomi tersebut. Ini meliputi misalnya kegiatan ekonomi
dalam industri energi kelistrikan (PT PLN), minyak dan gas, telekomunikasi,
distribusi pangan, produk pertanian dan sumber alam lainnya. Demikian pula
untuk jasa umum seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.
Kegiatan dan organisasi yang mengelola kegiatan tersebut tentu mempunyai ciri
khas yang unik yang berbeda satu dengan yang lainnya dan dengan demikian
memerlukan standar pemeriksaan atau pedoman lainnya. Dengan demikian
SPKN perlu dilengkapi dengan standar yang spesifik sesuai dengan sifat industri
obyek yang diperiksa, dan SPKN perlu mengacu kepada masalah-masalah spe-
sifik ini.

Ketiga, standar pemeriksaan secara umum merupakan pedoman untuk
mengarahkan pemeriksa konsisten dengan prinsip-prinsip etika pemeriksaan. Ini
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meliputi misalnya prinsip independensi, profesionalisme dalam membuat per-
timbangan dalam pemeriksaan, kejujuran dan kepentingan publik. Sebagai dasar,
prinsip-prinsip etika tersebut perlu mendapat penegasan yang cukup sehinggu
dapat meningkatkan keterkaitan antara standar, program dan pelaksanaan peme-
riksaan.

Ketiga hal tersebut di atas masih belum cukup untuk menciptekan institust
pemeriksaan yang efisien dan efektif. Faktor-faktor interna! BPK, meliputi kesia-
pan sumber daya manusia dan faktor pengelolaan BPK sendiri juga penting untuk
diperhatikan. Dengan adanya regulasi pemeriksaan yang baru yang memberikan
tugas besar kepada BPK, BPK tidak dapat bergantung pada kapasitas sumber daya
yang ada sekarang. Proses penyiapan sumber daya manusia yang profesional dan
faktor-faktor institusional sangat penting agar BPK dapat menjalankan tugasnya.
Proses ini juga harus dilaksanakan dengan hati-hati agar nilai-nilai etika institusi
pemeriksa yang ideal dapat ditanamkan.
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